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Inovasi Kecerdasan buatan (Artifical intelligence) semakin berkembang seiring
waktu. Tidak hanya dalam dunia Teknik kompyter, kini kecerdasan buatan semakin
merajalela memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan seperti dunia Pen-
didikan, industri kreatif, hingga ketenagakerjaan. Ruang lingkupnya yang kini se-
makin membesar menjadi bukti kemajuan otak manusia di abad ke-21. Oleh karena
itu, Kecerdasan buatan merupakan tantangan baru untuk hukum di Indonesia, teru-
tama dalam hal perlindungan hak privasi. Saat ini, belum ada undang-undang yang
mengatur secara eksplisit mengenai kecerdasan buatan, tapi secara konsep, perlin-
dungan dari teknologi kecerdasan buatan telah dimuat dalam hukum positif Indo-
nesia. Namun, dalam hal perlindungan data pribadi, yang merupakan titik utama
permasalahan penggunaan kecerdasan buatan, Indonesia masih kurang dalam pe-
nanganannya. Bukan hanya kurangnya substansi peraturan yang belum mampu me-
nutupi lubang besar dampak kecerdasan buatan, juga mengenai kosongnya kelem-
bagaan yang menindak dan mengawasi jalannya pemanfaatan data pribadi
Masyarakat. Teknologi kecerdasan bautan seperti ChatGPT, Bing Al, Perplexity
menggunakan teknologi data scraping yang memungkinkan seseorang untuk
mengumpulkan data yang diinginkan dalam waktu cepat. Namun, kemudahan ini
dibayar dengan rasa takut akan data pribadi yang digunakan untuk melatih data
tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Permasalahan ini menjadi pengingat untuk
pihak yang berwenang untuk sesegera mungkin memenuhi jaminan rasa aman atas
urusan pribadi Masyarakat. Berbeda dengan Indonesia, Jepang yang telah memiliki
pengalaman sebanyak dua putuh tahun dalam perlindungan data pribadi, dapat un-
tuk sementara bertahan di bawah kencangnya arus teknologi. Dengan peraturan per-
lindungan data pribadi yang lebih terbuka dan juga Lembaga independent yang
tanggap, potensi pelanggaran data pribadi oleh kecerdasan buatan dapat diminimal-
1Sir.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang men-
gutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data
penelitiannya. Tipe penelitian ini adalah doktrinal, berarti penelitiain yang menye-
diakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum ter-
tentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami
hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Penitilian ini ber-
sifat preskriptif dan teknis atau terap, yang bermaksud memberikan saran ataupun
pendapat dalam menyelesaikan masalah hukum yang diteliti, tentang apa yang

harus dilakukan atas dasar argumentasi tertentu. Penelitian ini menggunakan pen-
dekatan perUndang-Undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan



perUndang-Undangan yang bersangkutan, juga menggunakan pendekatan
komparatif yang dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan
hukum negara lain, dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

Pengaturan yang menyangkut kecerdasan buatan ada pada Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang
Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi. Kecerdasan buatan diatur
secara luas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai agen el-
ektronik yang bekerja dengan otomatis. Akan tetapi, pengaturannya dalam Undang-
Undang tersebut hanya berfokus kepada transaksi elektronik dan kurang mendalam.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mem-
bantu meminimalisir pelanggaran hak pribadi dengan adanya tekanan tentang
persetujuan penggunaan data pribadi, tidak hanya itu Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur tentang face recog-
nition di ruang public dan juga deepfake. Namun, implementasi peraturan tersebut
tidak efektif dikarenakan tidak adanya Lembaga yang secara khusus menindak
pelanggaran hak privasi atas data pribadi. Implementasi yang tidak efektif berpo-
tensi mengakibatkan kurangnya perhatian mengenai persetujuan Masyarakat dalam
penggunaan data pribadinya sehingga data penting yang seharusnya ditangani
dengan keamanan tinggi malah diurus secara sembarang. Tidak hanya itu, walaupun
sudah ada pasal yang mengatur tentang deepfake, tidak dapat dipungkiri masih ban-
yak yang lolos dalam penyalahgunaan teknologi tersebut. Perlu ditekankan, po-
tensi-potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak terkontrol karena Lem-
baga yang mengawasi bersifat sektoral dan tugasnya tumpang tindih satu sama lain
sehingga tidak efektif di lapangan. Masalah ini tidak hanya menyangkut data
pribadi, tapi juga menyangkut Hak Asasi Manusia. Apabila negara tidak mampu
memberikan rasa aman kepada hak privasi warganya, negara dianggap telah
melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia secara pasif karena tidak dapat mem-
berikan sarana dan layanan yang memadai untuk perlindungan privasi warganya.

Dibandingkan dengan Jepang yang baru saja mengesahkan amandemen Act of Pro-
tection of Personal Information (APPI) di tahun yang sama Indonesia mengesahkan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di In-
donesia, tidak hanya Jepang memiliki Tingkat transparansi yang tinggi dengan
adanya peraturan mengenai diungkapkannya pemanfaatan data pribadi ke public,
Jepang mengemukakan alternatif data pribadi untuk memajukan perkembangan
kecerdasan buatan dengan adanya data pseudonim dan anonim. Data alternatif ini
tidak hanya meningkatkan inovasi tapi juga bersamaan tidak mengorbankan data
pribadi Masyarakat. Satu hal lagi yang penting adalah adanya kelembagaan inde-
penden di Jepang yang mengawasi dan menindak secara khusus pelanggaran data
pribadi. Dapat disimpulkan tiga kelebihan tersebut merupakan substansi-subtansi
yang dapat diadopsi oleh Indonesia agar dapat meningkatkan perlindungan data
pribadi di tengah-tengah serangan perkembangan kecerdasan buatan.

Gina Rahima. Desember 2023. URGENSI PENGATURAN KECERDASAN
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ABSTRAK

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) kini sedang melakukan inovasi besar-
besaran yang dampaknya begitu nyata dalam kehidupan. Kemudahan yang diberi-
kannya memperlihatkan seberapa majunya manusia di abad ke-21. Namun, di balik
itu, terdapat kekhawatiran mengenai bagaimana cara kerja kecerdasan buatan ter-
sebut dalam mempengaruhi hak privasi seseorang. Diperlukan aturan yang jelas
mengenai penggunaan kecerdasan buatan untuk menghindari adanya perbenturan
antara hak privasi atas data pribadi dan sistem kecerdasan buatan. Artificial Intelli-
gence atau kecerdasan buatan adalah barang baru yang menghadapkan ancaman
baru terhadap data pribadi Masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27
tahun 2022 mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, hanya sedikit
ditemukan perlindungan data pribadi yang lebih lanjut dalam konteks kecerdasan
buatan. Di Jepang, aturan yang membahas tentang perlindungan data pribadi ada
Act of Protection of Personal Information (APPI) yang substansinya mampu
melindungi data pribadi dalam konteks kecerdasan buatan lebih mendalam. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa per-
bandingan perlindungan data pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan APPI.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan
penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya,
menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan perbandingan, dan
pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, potensi
pelanggaran hak privasi atas data pribadi berupa persetujuan penggunaan data
pribadi yang tidak jelas karena kurangnya perhatian terhadap hak privasi atas data
pribadi, penyalahgunaan deepfake yang tidak terkontrol, dan kebocoran data karena
kurangnya infrastruktur dan tidak adanya Lembaga independen. Kedua, APPI
memiliki beberapa pasal yang dapat diadopsi untuk perlindungan data pribadi dan
inovasi di Indonesia, seperti Article 18, Article 2 (9)-(12), Article 59, Article 62, dan
Article 71.

Kata kunci (keywords): Kecerdasan buatan, Artifcial Intelligence, data pribadi
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